Pengaruh Kompetensi Professional Guru terhadap Minat Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Asuhan Jaya Medan by Wahyuna
 PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, 
DAN INFORMASI TREN MEDIA TERHADAP 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI 




Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat 
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  

















   NAMA   : BILLY REVINDA H 
  NPM    : 1505170709 





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 






















BILLY REVINDA H. NPM. 1505170709. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, 
Dan Informasi Tren Media Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Pada 
Kantor KPP Pratama Medan Kota ). Skripsi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan 
Informasi Tren Media Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian dilakukan 
pada KPP Pratama Medan Kota. Responden dalam penelitian ini merupakan Staff 
Pemeriksaan dan Penagihan. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 34 responden 
dari 35 kuesioner yang disebar. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dengan 
menggunakan uji kualitas data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 
linear berganda, serta uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi (Adjusted R
2 
), 
ujiF, dan uji t. Hasil penelitian terbukti bahwa variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, 
dan Informasi Tren Media secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi. Secara parsial, variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan 
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A. Latar Belakang Penelitian 
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus berusaha untuk 
menaikan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini yang dilakukan agar 
program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 
Dalam merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk 
membiayai segala kebutuhan dalam pelaksaan pembangunan, pemerintah harus 
menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus 
mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat. 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. (www.pajak.go.id) 
Penerimaan pajak biasanya mendapat perhatian dari pemerintah karena 
pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Untuk mencapai target 
penerimaan pajak, perlu ditumbuhkannya kepatuhan Wajib Pajak mengingat hal 





Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 
perpajakan yaitu dengan cara melakukan perubahan dalam sistem pemungutan 
pajak dari sistem official assesment menjadi sistem self assesment. Sejak 
diberlakukannya self assesment dalam perpajakan Indonesia mulai tahun 1984, 
Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. ( Nur 
Hidayat : 2013 ) 
Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dengan 
sistem self assesment diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan 
pajak. Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem 
pemungutan pajak secara self assesment, tidak hanya mengandalkan pemerintah 
tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para Wajib Pajak, yaitu kesadaran dan 
kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam rangka 
pelaksanaan sistem perpajakan tersebut Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan begitu pelaksanaan sistem 
self assesment dapat berjalan dengan baik. 
Berikut Fenomena yang menunjukan masih rendahnya tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak dalam memenuhi  kewajiban perpajakannya sebagai berikut :  
Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tentunya 
memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya soal penerimaan melainkan agar 
Wajib Pajak (WP) menjadi patuh akan kewajibannya. Direktur Eksekutif 
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai 
tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Tingkat 
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kepatuhan yang rendah tergambar dari tax coverage ratio (nisbah realisasi 
terhadap potensi) baru sebesar 72%. Nisbah penerimaan pajak terhadap 
PDB (tax ratio) masih rendah, berkisar 11% - 12% atau hanya naik 0,1% 
saja. Angka ini masih di bawah filipina sebesar 14%, Malaysia 16%, 
Thailand 17%, Korea Selatan 25%, Afrika Selatan 27%, dan Brasil 34%. 
Jauh dibawah rata-rata negara OECD sebesar 34% atau kebutuhan 
minimal MDGs sebesar 25%. Artinya, ekonomi yang membesar belum 
diimbangi tingkat pembayaran pajak yang tinggi. Dari jumlah Wajib Pajak 
juga belum optimal, baru 36.031.972 Wajib Pajak pada 2017, dengan 
rincian 2.922.712 WP Badan, 6.222.442 WP OP Non Karyawan, dan 
26.886.818 WP OP Karyawan. Rincian pembayaran pajak per jenis pajak 
pada 2017 yaitu Rp.480 triliun berupa PPN, Rp.208 triliun berupa PPh 
Badan, Rp.117 triliun berupa PPh Pasal 21, Rp.106 triliun berupa PPh 
final, Rp.50 triliun berupa PPh Migas, Rp. 16,7 triliun berupa PBB P3, 
Rp.7,8 triliun berupa PPh OP Non Karyawan. Jika menyimak data amnesti 
pajak sebanyak 965.983 wajib pajak ikut, dengan Rp.4.865 triliun 
deklarasi harta, Rp.114 triliun uang tebusan, dan Rp. 147 triliun repatriasi 
dana. Data ini tidak pernah diungkap melalui SPT Wajib Pajak dan baru 
diungkap ketika ada pengampunan pajak. (Sumber detikfinance.com) 
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementrian 
Keuangan saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi pelaporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 
kepatuhan perpajakan Wajib Pajak (WP) yang dinilai masih minim. 
Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) 
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mengatakan rendahnya kesadaran WP dalam kepatuhan perpajakan 
membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit 
tercapai. Tax ratio kita juga masih rendah, kita di angka 10,8% sementara 
IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan 
berkelanjutan kalau tax ratio nya 12,5% minimal. Sementara tax ratio kita 
10,8%, kalau pembangunan belum memenuhi harapan kita semua ya harap 
maklum, ungkapnya. Selain itu dia menilai penerimaan pajak penghasilan 
(PPh) Orang Pribadi di Indonesia secara rata-rata jauh lebih rendah dengan 
negara lainnya yang PPh OP nya tinggi. Dia memaparkan data, PPh OP di 
luar PPh 21 di Indonesia pada 2016 sebesar 0,5% dan 2017 sebesar 0,7% 
dari total pajak. Capaian ini jauh lebih rendah dari negara lainnya seperti 
Italia misalnya, penerimaan PPh badan itu 3,9%, sementara Orang Pribadi 
16,8%. Belgia penerimaan Orang Pribadi 15,3% dan PPh badan hanya 3% 












Data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang terdaftar dan lapor di 
KPP Pratama Medan Kota. 
Tabel I.I 
Data Kepatuhan Wajib Pajak 





















































































































































Data Pemeriksaan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota 









2014 74 111 185 23.000.000.000 3.540.221.414 
2015 102 129 231 23.000.000.000 8.890.916.411 
2016 122 175 297 30.000.000.000 8.080.359.296 
2017 150 289 439 71.000.000.000 1.221.851.730 
2018 188 360 548 25.000.000.000 5.170.042.636 
(Sumber KPP Pratama Medan Kota) 
 Data Penagihan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota 





















2014 1.039 911 550 654 750.328.156 2.902.662.710 
2015 3.389 2.698 2.110 1.830 2.152.412.625 6.236.669.002 
2016 2.934 1.896 2.630 1.650 3.121.045.255 5.943.616.506 
2017 3.359 2.643 3.120 1.999 721.282.836 4.555.741.482 
2018 2.853 2.211 2.230 1.770 1.088.794.379 3.248.943.951 
(Sumber KPP Pratama Medan Kota) 
Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Kanwil DJP Sumut 1 
melakukan sosialisasi dengan Social Media, hal ini dilakukan karena 
banyak nya masyrakat menggunakan Social Media. Social Media yang di 
gunakan Kanwil DJP Sumut 1 antara lain : Twitter, Youtube, Instagram. 
Dengan aktif nya Kanwil DJP Sumut 1 di Social Media memberikan 
kemudahan untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan. 
 Dengan adanya fenomena di atas, hal tersebut merupakan fakta bahwa 
kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 
masih rendah walaupun kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT 
Tahunan baik bagi WP OP maupun bagi WP Badan melalui e-filling, dan 
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kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui e-billing, serta sosialisasi 
yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, 
Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil), 
serta Oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP baik melalui sosialisasi tatap 
muka langsung melalui berbagai workshop, seminar, olahraga bersama, Car Free 
Day dan banyak kegiatan Outdoor lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka 
langsung melalui situs pajak.go.id, media elektronik televisi dan radio, media 
cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah dan booklet-booklet, serta melalui 
media online dan media sosial (medsos), ternyata belum dapat menggugah 
kesadaran belasan juta Wajib Pajak dan lebih banyak puluhan juta lagi orang 
pribadi pekerja dan penerima penghasilan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib 
Pajak dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. 
Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan 
perpajakan, maka di antisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan 
diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan 
berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. Pemeriksaan juga 
merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan surat Ketetapan Pajak. 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) (UUKUP) bahwa Direktur 
Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Asri 
dan Vinola, 2009). 
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 Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini 
disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab 
lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuanagan 
yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan 
kurangnya kesadaran Wajib pajak dalam hal membayar pajak. (Mayang 
Wijoyanti, 2010). 
 Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan 
yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan 
merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut 
berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat 
tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang 
meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan 
penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang 
diatur dalam (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa sebagaimana telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 (Nana Adriana, 
2012). 
 Sistem pemeriksaan dan penagihan pajak akan efektif dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika didukung dengan sistem informasi 
trend media yang baik. Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sumut 1, antara 
lain membangun komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak. Salah satunya 
melalui acara temu Wajib Pajak. Kegiatan tersebut sekaligus ajang sosialisasi tata 
cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-filling (Haniv, Majalah 
Patriot Insight Pajak,2012). 
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 Penelitian terdahulu terkait fenomena tersebut telah banyak dilakukan. 
Hasil penelitian Devy Yekti Palupi (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh 
secara signifikan antara Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media. 
 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut dengan judul PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, 
PENAGIHAN PAJAK  DAN INFORMASI TREN MEDIA TERHADAP 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA 
KANTOR KPP PRATAMA MEDAN KOTA). 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas diindikasikan terdapat masalah 
dalam kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 
Permasalahan yang teridentifikasi antara lain : 
1. Masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban 
perpajakannya. 
2. Kemudahan membayar pajak tidak menjamin Wajib Pajak menjadi 
Wajib Pajak patuh. 
3. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak. 
C. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka 
penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi ? 
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2. Bagaimana Pengaruh Penagihan Pajak dan Tren Media Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ? 
3. Bagaimana Pengaruh Informasi Tren Media Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi ? 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang 
ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 
2. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 
3. Untuk mengetahui pengaruh Informasi Tren Media terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 
Kota 
E. Manfaat Penelitian 
1.  Manfaat Teoritis 
Secara teroritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu 
pengetahuan, wawasan serta informasi tentang pengaruh 
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Dengan Tren Media Orang pribadi. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan menambah 
wawasan dan pengetahuan untuk memperoleh gambaran 
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mengenai masalah perpajakan khususnya Pemeriksaan 
Pajak dan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Kepatuhan 
Wajib dengan Tren Media Pajak Orang Pribadi. 
b. Bagi Instansi Pajak 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi 
bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota untuk 
mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya 
dengan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, sehingga 
kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat 
membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. 
c. Bagi Praktisi 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 
dan pengetahuan dibanding perpajakan dan sumber 
infromasi khususnya pemahaman mengenai penagihan 
pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga 
diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada 












A. Kajian Pustaka 
1. Pemeriksaan Pajak 
a. Pengertian Pemeriksaan Pajak 
       Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 29 dan 31 Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Pemeriksaan adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang perpajakan (pajak.go.id). 
 Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) 
adalah sebagai berikut : Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan 
pelaksanaan  sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus 
berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. 
b. Tujuan Pemeriksaan 
 Tujuan Pemeriksaan menurut Pasal 29 dan 31 Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 
 Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 




 Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) adalah 
sebagai berikut : 
 Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan 
pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan ketentuan lain. 
c. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 
 Dalam pemeriksaan, Erly Suandy (2018:210-211) menjelaskan mengenai 
ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri atas : 
1. Pemeriksaan Lengkap 
Pemeriksaan lengkap adalah yang dilakukan di tempat wajib pajak 
meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan lain, baik tahun berjalan 
dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan 
teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada 
umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat 
Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 
Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan 
dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan. 
2. Pemeriksaan Sederhana 
Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, 
mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnnya dengan 
menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang 
sederhana. Pemeriksaan sederhana terbagi menjadi 2 (dua) : 
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a) Pemeriksaan Sederhana Lapangan, adalah pemeriksaan sederhana yang 
dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit 
Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (all taxes) 
atau jenis-jenis pajak tertentu dan untuk tujuan lain baik untuk tujuan 
berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. 
b) Pemeriksaan Kantor, adalah pemeriksaan sederhana yang dilakukan 
terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan 
Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan 
dan tahun-tahun sebelumnya. 
d. Kriteria Sasaran Pemeriksaan Pajak 
Erly Suandy (2018:212) menyebutkan kriteria sasaran pemeriksaan pajak 
dalam kondisi sebagai berikut : 
1. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukan kelebihan pembayaran 
pajak atau rugi. 
2. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan 
tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. 
e. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak 
Erly Suandy (2018:213) menyebutkan jenis-jenis pemeriksaan pajak 
dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu : 
1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dapat langsung dilakukan oleh 
unit pemeriksan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit 
atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap : 
a) Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar 
b) Surat Pemberitahuan (SPT) rugi, dan 
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c) Surat Pemberutahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma 
perhitungan. 
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari 
unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) 
jika : 
a) Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan 
oleh Wajib Pajak tidak benar 
b) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana 
dibidang perpajakan, dan 
c) Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak 
atau kepala kantor wilayah (misalnya, ada pengaduan dari 
masyarakat). 
f. Metode Pemeriksaan Pajak 
 Metode pemeriksaan pajak yang digunakan menurut Erly Suandy 
(2018:217) adalah sebagai berikut : 
1. Metode Langsung  
Metode langsung yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji 
kebenaran angka dalam Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, buku-
buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung sesuai dengan proses 
pemeriksaan. 
2. Metode Tidak Langsung 
Metode tidak langsung yaitu metode yang dilakukan dengan cara 
pengujian atas kebenaran angka-angka dalam Surat Pemberitahuan secara 
tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai 
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penghasilan dan biaya. Metode tidak langsung yang biasa digunakan 
antara lain metode transaksi, metode tunai, metode perbandingan kekayaan 
bersih, metode satuan dan volume, metode pendekatan produksi, dan 
metode pendekatan laba bruto. 
g. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pemeriksaan 
 Erly Suandy (2018:209) menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan 
dalam melaksanakan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut : 
1. Untuk keperluan, pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda 
pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan 
serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 
a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 
pekerjaaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak yang terhutang. 
b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna memberi 
kelancaran pemeriksaan. 
c) Memberikan keterangan lain yang diperlukan. 
3. Buku, catatan, dokumen, data informasi, dan keterangan lain wajib 
dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan 
disampaikan. 
4. Jika Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaaan bebas tidak memenuhi ketentuan di atas (nomor 1) sehingga 
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tidak dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Kena 
Pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
5. Apabilan dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban 
untuk merahasiakannya ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan 
pemeriksaan. 
6. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau 
ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib 
Pajak tidak memenuhi Kewajiban. 
h. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 
 Erly Suandy (2018:220-221) mengungkapkan bahwa pelaksanaan 
pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi 
Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, Pedoman Laporan Pemeriksaan pajak. 
1. Pedoman Umum Pemeriksaan 
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang : 
a) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki 
keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak. 
b) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, 
bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri 
dari perbuatan tercela. 
c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan saksama serta 
memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya 
tentang Wajib Pajak. 
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2. Pedoman Pelaksanaan  
Pedomannya adalah sebagai berikut : 
a) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang 
baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat 
pengawasan yang saksama. 
b) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh 
yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, 
tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan. 
c) Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada 
temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak 
Pedomannya adalah sebagai berikut : 
a) Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, 
memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat 
kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat 
tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan 
informasi lain yang terkait. 
b) Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan 
penyimpangan surat pemberitahuan harus memerhatikan Kertas 
Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai berbagai faktor 
perbandingan, nilai absolut dari penyimpangan, sifat dari 
penyimpangan, petunujuk atau temuan adanya penyimpangan, 
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pengaruh penyimpangan, dan hubungan dengan permasalahan 
lainnya. 
c) Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang 
lengkap dan terperinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 
i. Tata Cara Pemeriksaan Pajak 
 Erly Suandy (2018:218) Tata cara pemeriksaan pajak antara lain sebagai 
berikut : 
1. Dilakukan oleh seorang pemeriksaan atau lebih. 
2. Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada pemeriksaan ditunda dan 
tempatnya disegel 
3. Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memperlihatkan/meminjamkan 
buku, tidak mengizinkan memasuki tempat tertentu, dan tidak memberikan 
keterangan yang diperlukan maka Wajib Pajak harus menandatangani 
surat pernyataan penolakan pemeriksaan (SP3) 
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang disetujui dibuatkan Laporan 
Pemeriksaan Pajak (LP2) dan diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat 
Tagihan Pajak sejauh tidak ada tindakan penyidikan. 
5. Temuan dalam pemeriksaan lengkap yang tidak disetujui sebagian atau 
tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak, maka dilakukan pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan (PAHP). 
6. Laporan pemeriksaan akhir yang dibuat harus diberitahukan kepada Wajib 
Pajak dengan tujuan konsekuensi dari sistem self assessment, bahan bagi 
Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, dan bahan untuk Wajib Pajak 
melakukan penyesuaian pembukuan. 
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j. Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak 
 UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan 
pemeriksaan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2018: 384) adalah sebagai 
berikut : 
1. Apabila hasil pemeriksaan terdapat pajak kurang dibayar 
a) Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambahkan dengan sanksi 
administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnnya pajak atau 
berakhirnya masa pajka, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai 
dengan diterbitkannya SKPKB. 
b) PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih 
lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak atau 
kurang bayar. 
2. Wajib Pajak tidak memenuhi Kewajiban Pemeriksaan 
a) Sanksi Administrasi 
Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga 
tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak 
dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu 
: 
1) 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi 
2) 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN, serta 
PPnBM 
b) Sanksi Pidana 
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Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta 
denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai 
Pasal 39 UU KUP. 
 
2. Penagihan Pajak 
a. Pengertian Penagihan Pajak 
 Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak 
adalah sebagai berikut : Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar 
Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang 
telah disita (www.pajak.go.id). 
 Menurut Diana Sari (2013:264) tentang penagihan pajak adalah sebagai 
berikut : Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak 
dan biaya penagihan pajak dengan mengur dan memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. 
 Erly Suandy (2018:171) menjelaskan penagihan pajak dikelompokan 
menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut : 
1. Penagihan Pajak Pasif 
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan 
Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat 
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Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan 
Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat 
Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih 
besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang 
menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 
tujuh hari setelah jatuh tempo akan dikuti dengan penagihan pajak secara 
aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. 
2. Penagihan Pajak Aktif 
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, 
dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak 
hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan dikuti 
dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. 
b. Dasar Penagihan Pajak 
 Thomas Sumarsan (2017:71) menjelaskan Dasar Penagihan Pajak sebagai 
berikut : 
 Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, bila : 
jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKK), Putusan Banding 
(PB) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak 
dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. 
 Menurut peraturan Undang-undang RI Nomor Tahun 2009 tentang 
ketentuan umum pada pasal 18 ayat 1 yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu : 
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1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administrasi berupa bungan dan/atau denda. Surat Tagihan 
Pajak dikeluarkan apabila : 
a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 
b) Dari hasil penerapan terdapat kekurangan pembayaran pajak 
sebagian akibat salah tulis atau salah hitung. 
c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda bunga 
dan/atau bunga. 
d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
yang tidak mengisi faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi 
tidak tepat waktu. 
e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. 
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan 
yang menetukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlahn kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi 
dan jumlah pajak yang harus dibayar. 
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT) adalah 
keputusan yang menentukan tambahan jumlah atas jumlah pajak yang 
ditetapkan. 
4. Surat Keputusan Pembetulan (SKK) adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung/atau kekeliruan dalam 
penerapan ketentuan peratuaran perundang- undangan perpajakan yang 
terdapat dalam surat ketetapan pajak atas surat tagihan pajak. 
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5. Putusan banding (PB) adalah putusan badan peradilan atau banding 
terhadap surat.  
Tidak di bayar oleh Wajib Pajak pada batas waktu yang telah ditentukan 
yakni satu bulan semenjak tanggal surat atau putusan diterbitkan maka jumlah 
pajak yang kurang bayar berserta sanksi administrasinya menjadi dasar 
penangihan pajak. 
c. Tindakan Penagihan Pajak 
 Thomas Sumarson (2017:71) menjelaskan tindakan penagihan sebagai 
berikut : 
 Apabila hutang pajak yang disampaikan lewat surat ketetapan pajak 
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan 
tindakan penagihan pajak sebagai berikut : 
1. Surat Teguran 
Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari 
tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal terbit untuk 
SKP, tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan Surat 
Teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 (dua 
puluh satu) hari dari tanggal terbit. 
2. Surat Paksa 
Hutang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal 
Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang 
diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan 
pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu 
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rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam 
setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. 
3. Surat Sita 
Hutang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa 
diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak 
dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya 
pelaksanaan Surat Perintah melakukan penyitaan sebesar Rp. 
100.000 (seratus ribu rupiah). 
4. Lelang 
Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah 
tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan 
dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa 
Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling 
singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. 
d. Pengertian Umum 
 Erly Suandy (2018:172-174) Pengertian Umumnya adalah sebagai berikut: 
1. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung 
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
2. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 




3. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam 
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan. 
4. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksaan Surat Paksa, Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa 
Penilai, dan biaya lainnnya sehubungan dengan penagihan pajak. 
5. Surat Paksa adalah surat perintah mebayar utang pajak dan Biaya 
Penagihan Pajak. 
6. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang 
diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan. 
7. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang 
penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 
menurut peraturan perundang-undangan. 
8. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat 
yang diterbitkan oleh penjabat untuk menegur atau memperingatkan 
kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 
9. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara 
penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan 
peminat atau calon pembeli. 
e. Tahapan Penagihan Pajak 
 Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam 
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melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, 
dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut dan waktu pelaksanaannya. 
 Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses 
pelaksanaannya dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu 
pelaksanaan. Terhadap WP yang tidak melunasi utang pajak akan dilakukan 
tindakan penagihan dengan tahapan-tahapan seperti dibawah ini : 
1. Surat Teguran 
Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT) tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu 
jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkan). Menurut keputusan Menteri 
Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 Ayat 2 menyatakan bahwa surat teguran 
tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur 
atau menunda pembayaran pajaknya. 
d) Surat Paksa 
Apabila utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat 
Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita 
Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 
50.000 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 
x 24 jam. Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak 
tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau 
sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi 
angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban 
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membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka 
penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak. 
e) Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) 
Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan 
penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita 
sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Dalam melaksanakan penyitaan, 
jurusita pajak harus : 
a) Memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak 
b) Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan 
c) Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan 
Objek sita adalah sebagai berikut : 
a) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito 
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan 
penyertaan modal pada perusahaan lain. 
b) Barang tidak bergerak termasuk tanah bangunan dan kapal dengan isi 
kotor tertentu. 
f) Apabila belum dilunasi setelah melakukan penyitaan, pejabat berwenang 
melaksanakan penjualan lelang dilakukan disita melalui kantor lelang. 
Pengecualian penjualan lelang dilakukan terhadap objek sita berupa deposito 
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro dan bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu dan barang sitaan mudah rusak atau cepat busuk. 
Prosedur lelang adalah sebagai berikut : 
29 
 
a) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling 
singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa 
b) Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan 
c) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk 
barang tidak bergerak dilakukan 2 kali 
d) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 
20.000.000 tidak harus diumumkan melalui media massa 
e) Penjabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan 
permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum kantor lelang dilaksanakan 
f) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk 
menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelalang dan untuk 
menandatangani asli risalah lelang 
g) Pejabat dan jurusita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang 
dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda 
dalam keturunan garis lurus dan anak angkat 
h) Pejabat dan jurusita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 4 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 
i) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui 
media massa. 
Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan 






Alur Penagihan Pajak 
No Jenis Tindakan Alasan Waktu Pelaksanaan 
1 Penerbitan Surat Teguran 
Atau Surat Peringatan 
atau surat yang lain 
sejenis 
Penanggung pajak 
tidak melunasi utang 
pajaknya sampai 
dengan jatuh tempo 
Setelah 7 (tujuh) hari 
sejak saat jatuh tempo 
pelunasan 
2 Penerbitan Surat Paksa Penanggung pajak 




Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat 
lain yang sejenisnya 
Setelah lewat 21 hari 
sejak diterbitkannya 
Surat Teguran atau 
Surat Peringatan, atau 
surat lainnya yang 
sejenisnya 









Setelah lewat 2x24 
jam Surat Paksa 
diberitahukan kepada 
penanggung pajak 
4 Pengumuman Lelang Setelah pelaksanaan 
penyitaan ternyata 
penanggung pajak 
tidak melunasi utang 
pajaknya 









pajak tidak melunasi 
utang pajaknya 
Setelah lewat waktu 
14 hari sejak 
pengumuman lelang  
 
3. Kepatuhan Wajib Pajak 
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
 Menurut Kamus Besar Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) 
didefinisikan sebagai berikut : 
 Istilah kepatuhan berarti tindak atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam 
perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan 
merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. 
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 Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D.Nowak dalam Siti Kurnia 
Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut : 
Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, 
tercermin dalam situasi dimana : 
1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar 
4. Membayar pajak yang terutang dengan tepat pada waktunya 
Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia 
Rahayu (2013:138) mendefinisikan sebagai berikut : 
Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana 
Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya. 
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya 
Kepatuhan Perpajakan adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan 
oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan 
negara yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. 
b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012, 
bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah : 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT 
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2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak 
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan 
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
c. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak 
 Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 
(2013:138) adalah sebagai berikut : 
1. Kepatuhan Formal 
Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang Perpajakan. 
2. Kepatuhan Material 
Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 
secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan 







4. Informasi Trend Media 
a.  Peran Tren Media Dalam Perpajakan 
 Devi Yekti Palupi dan Eva Herianti didalam jurnal nya (2017) berpendapat 
sebagai berikut : 
 “Ciri khas kantor modern ini seluruh sistem administrasinya dibangun 
berbasis TI sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman dan 
akurat juga organisasinya dibangun berdasarkan fungsi sehingga dapat 
menuntaskan segala macam pekerjaan tanpa harus tumpang tindih 
dengan pekerjaan lainnya, tugas-tugas dibagi sedemikian rupa untuk 
menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan, setiap 
pekerjaan dilengkapi dengan SOP (Standart Operating Procedure), 
untuk memudahkan pelaksanaanya, organisasi KPP modern dibangun 
berdasarkan fungsi yaitu pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan 
pengawasan serta konsultasi. Selain pengembangan keorganisasian, 
modernisasi perpajakan ditandai dengan perbaikan business process 
melalui penerapan TI modern terkini dalam pelayanan kepada Wajib 
Pajak, misalnya layanan berupa Online Payment untuk pembayaran, E-
filling untuk pelaporan SPT secara online, e-SPT untuk pelaporan SPT 
secara elektronik / digital, e-registration untuk pendaftaran sebagai 
Wajib Pajak baru”. 
 
 Pengembangan IT Dirjen Pajak dimulai awal 90-an yaitu dengan 
penerapan NPCS yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran 
pajak. Pada awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) 
untuk menggantikan NPCS yang berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT 
sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga 
berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. Program terbaru 
adalah Pengembangan Sistem Informasi Direktorak Jenderal Pajak (SIDJP) untuk 
menggantikan SIP. Sistem ini dikembangkan hanya pada kantor yang telah 
menerapkan administrasi modern yang membantu penugasan pemeriksaan wajib 
pajak dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga pemeriksaan lebih 
terspesialisasi, meningkatkan produktivitas dan kemampuan pemeriksaan pajak 
serta kualitas hasil pemeriksaan. Selain itu, kinerja pemeriksaan dapat dimonitor 
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dengan lebih baik karena adanya penerapan Teknologi Informasi pada 
Administrasi Pemeriksaan. 
 Dengan maraknya penggunaan Media Sosial, Ditjen Pajak 
memanfaatkannya sebagai sarana mengedukasi Wajib Pajak dan Calon Wajib 
Pajak agar lebih mengenal pajak dan seluk-beluknya. Terbukti dengan 
dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-273/PJ/2013 
tentang Pengelolaan Akun Direktorat Jenderal Pajak di Jejaring Media Sosial dan 
Keputusan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Nomor 
KEP-03/PJ.09/2015 tentang Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Direktorat 
Jenderal Pajak sebagai dasar penggunaan media sosial resmi Ditjen Pajak yaitu, 
Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram. Media sosial resmi tersebut selain 
digunakan sebagai sarana edukasi juga digunakan sebagai sarana mengatasi 
kesenjangan yang selama ini terjadi antara birokrasi dengan masyarakat. 
(Mukhamad Wisnu Nagoro, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di dalam 
Pajak.go.id). 
B. Penelitian yang Terdahulu 
 Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah pernah 
dilakukan oleh peneliti lain atau peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini. 
Tabel II.II 
Peneliti Terdahulu 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 
1. Devy Yekti Palupi 
(2017) 
Pengaruh Pemeriksaan 
dan Penagihan Pajak 
Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Dengan 













positif signifikan dari 
pemeriksaan pajak 



















2. Icha Fajriana 
(2016) 
Pengaruh Pemeriksaan 
Pajak dan Penagihan 
Pajak Aktif Terhadap 
Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak Badan 
dalam Pelunasan PPH 
Pasal 29 (Studi Kasus 
Kantor Pelayanan 


















surat teguran, surat 
paksa dan sita tidak 
berpengaruh yang 
signifikan di KPP 
Pratama Kayu Agung 
3. Alven Gelar Adytia 
(2015) 
Pengaruh Pemeriksaan 
Pajak dan Penagihan 
Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi ( 













dan penagihan pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
di KPP Pratama 
Bandung Karees 
 
C. Kerangka Konseptual 
 Sistem pemungutan pajak di Indonesia berganti dari official assesment 
menjadi self assesment. Dalam self assesment besarnya kewajiban perpajakan 
sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus. Sedangkan self assesment 
kewajiban perpajakan dari mulai mendaftarkan diri, menghitung dan 
memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak 




1. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2016:56) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum 
bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk 
memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan 
merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan 
dapat diatasi maka upaya kepatuhan wajib pajak dari akan tercapai, maka semakin 
baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 
melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, 
melaksanakan penegihan seketikan dan sekaligus surat paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakasanakan penyanderaan, menjual 
barang yang telah disita. 
 Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak wajib pajak yang bersifat 
terstruktur dapat menigkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya penagihan dilakukan dengan 
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memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Penagihan pajak 
memberikan kontribusi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3. Pengaruh Tren Media Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 Salah satu tujuan dari Informasi Tren Media adalah meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, mengingat masih minimya informasi-
informasi perpajakan yang belum diketahui oleh wajib pajak. Didalam sistem self 
assesment tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai 
alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh 
terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan self assesment ini. 
 Semakin efektif informasi tren media akan dapat menyadarkan wajib pajak 
menjadi patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di 
Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Adam Firdaus (2014) tentang 
tren media pemanfaatan website dalam memenuhi kebutuhan informasi, 
menyimpulkan bahwa, sebagian besar partisipan memaknai latar belakang 
pencarian informasi lebih dari satu motif saja. Oleh karena itu pencairan informasi 
tidak lepas dari esensi komunikasi yaitu menerima pesan, namun dengan 
perkembangan dan kemajuan teknologi maka makna dari komunikasi tersebut 
mengalami pergeseran, menerima pesan melalui media. Pencairan informasi di 
website secara praktis menjadi tren baru dan menggeser tren sebelumnya yang 
lebih mencari sumber informasi melalui media konvensional seperti televisi, 
radio, maupun koran. Hal itu dikarenakan menggali informasi di media website 
sangatlah fleksibel yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara variabel dalam penelitian ini 














Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Tren  
Media terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 
D. Hipotesis Penelitian 
 Hipotesis merupakan proporsi yang dirumuskan dengan maksud uji secara 
empiris (Erliana, 2007:41) 
 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 
berikut : 
1. Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
2. Terdapat Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
3. Terdapat Pengaruh Informasi Tren Media terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Patuh Pada Wajib Pajak 
(Orang Pribadi) (y) 
Pemeriksaan Pajak 
(x1) 
Penagihan Pajak (x2) 







A. Metode Penelitian 
  Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat 
(asosiatif kausal) yaitu ikatan variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh 
variabel independen tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X 
menyebabkan variabel Y (Erlina, 2007:66). 
B. Defenisi Operasional Variabel 
Variabel yang digunakan oleh penulis meliputi variabel 
independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). 
Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 
variabel terikat dan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel 
yang menjadi perhatian utama peneliti. 
4. Variabel Bebas (Variabel Independen) 
Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 
mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:63). 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak (X1), 
Penagihan Pajak (X2), dan Informasi Tren Media (X3). 
5. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 
Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 




Variabel dependen dari penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib  Pajak 
(Y). Menurut Kuncoro (2006:9), variabel dependen adalah variabel yang 
menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. 
Skala pengukuran penelitian ini menggunakan tiga variabel 
independen dan satu variabel dependen yang diukur dengan menggunakan 
Skala Interval. “Skala Interval adalah skala ordinal yang memiliki poin 
jarak objektif dalam keteraturan kategori perigkat, tapi jarak yang dicipta 
sama antara masing-masing angka. Semakin tinggi nomor jumlah, maka 
semakin besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 
Skala nilai yaitu sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1, tidak setuju (TS) 
dengan nilai 2, netral (N) dengan nilai 3, setuju (S) dengan nilai 4 dan 
sangat setuju (SS) dengan nilai 5. 
Tabel III.I Indikator Pengukuran Variabel 
Variabel Konsep Indikator Skala 
Pemeriksaan 
Pajak (x1) 
Pemeriksaan pajak merupakan 
hal pengawasan pelaksanaan  
sistem self assesment yang 
dilakukan oleh wajib pajak, 










Penagihan pajak adalah 
serangkaian tindakan agar 
Penanggung pajak melunasi 
utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dengan 
menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus, 




menjual barang yang telah 
1. Surat Teguran 








Media adalah alat yang 
digunakan dalam penyampaian 









Istilah kepatuhan berarti tindak 
atau patuh pada ajaran atau 
aturan. Dalam perpajakan kita 
dapat memberi pengertian 
bahwa Kepatuhan Perpajakan 
merupakan ketaatan, tunduk 
dan patuh serta melaksanakan 
ketentuan perpajakan 
1. Tepat waktu dalam 
menyampaikan Surat 
Pemberitahuan  
2. Tidak mempunyai 
tunggakan pajak untuk 
semua jenis pajak 
Interval 
 
C. Sumber Data 
 Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan 
pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 
sumber yang sudah ada. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteritik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, 
menurut Sugiono (2005:72). Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai 
seksi pemeriksaan pajak 25 orang dan penagihan pajak 10 orang pada 






Tabel III.II Populasi Dan Sampel 





1. Kepala Kantor 1 - 1 
2. Kasi Pemeriksaan 1 24 25 
3. Kasi Penagihan 1 9 10 
Total 35 
 
2.  Sampel 
        Seluruh Populasi di jadikan sampel dalam penelitian ini, Maka 
jumlah Sampelnya adalah 35 responden dan sampel yag diteliti adalah 
Staf Pemeriksaan dam Penagihan. Dan perhitungannya dengan 
menghitung kuesioner yang di kembalikan oleh responden. 
E. Tempat Dan Waktu Penelitian 
Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Medan 
Kota yang bertempat di Jalan Sukamulya No. 17 A Gedung Kanwil DJP Sumut I 
Kelurahan Alur Kecamatan Medan Maimun, Medan. Rencana waktu penelitian 












Tabel III.III Waktu Penelitian 
Jenis Kegiatan November Desember Januari Februari Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Pengajuan 
Judul 
                    
Penyusunan 
Proposal 
                    
Bimbingan 
Prposal 
                    
Seminar 
Proposal 




                    
Sidang Meja 
Hijau 
                    
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 
memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
Kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan penulis kepada 
responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 
dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai 
variabel-variabel penelitian yang diukur dalam penelitian ini. Kuesioner ini akan 
dibagikan kepada responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dari seksi 
pemeriksaan pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi dari seksi penagihan pajak 





G. Metode Analisis Data 
 1. Uji Kualitas Data 
       Keabsahan (validity) suatu hasil penelitian sangatlah tergantung pada 
alat pengukur variabel yang akan diteliti. Alat ukur atau instrumen 
berupa kuesioner dikatakan memberikan hasil yang akurat dan stabil jika 
alat ukur itu dapat diandalkan. Jika alat yang digunaka dalam proses 
pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil 
penelitian yang diperoleh tidak akan valid. Penelitian ini diperlukan uji 
validitas dan uji realibitas. 
a. Uji Validitas 
Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen 
kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini 
dilakukan untuk mengetahhui apakah item-item yang tersaji dalam 
kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang 
akan diteliti (Ghozali, 2012:52, dari jurnal Mulia dan Sri wahyuni). 
Validitas memiliki nama lain seperti sahih, tepat, benar. Menguji 
validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan aau kebenaran suatu 
instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid / 
benar maka hasil pengukuran pun kemungkinan akan benar (Azuar 
Juliandi, Irfan dan Saprinal Manurung, 2015:76).  
Rumusnya sebagai berikut : 
  
 ∑    ∑     ∑  





Langkah-langkahnya pengujian validitas dengan kolerasi adalah sebagai 
berikut : 
1) Korelasikan skor-skor suatu nomor angket dengan skor total 
seluruh item. 
2) Jika nilai korelasi (r) yang diperoleh adalah positif, 
kumngkinan butir yang diuji tersebut valid. 
3) Namun walaupun positif, perlu pula nilai korelasi (r) yang 
dihitung tersebut dilihat signifikan tidaknya. Caranya adalah 
dengan membandingkan nilai korelasi yakni r dihitung dengan 
nilai r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel, maka butir 
instrumen adalah valid. Butir instrumen yang tidak valid (tidak 
benar / salah) tidak layak dijadikan sebagai item di dalam 
instrumen penelitian. Butir yang tidak valid dibuang dari 
instrumen angket.  
b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah alat untuk menguji suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk dan 
kuesioner dikatakan relaible atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke 
waktu (Ghozali, 2017:47, dari jurnal Mulia dan Sri wahyuni).  
Tujuan pengujian reliabilitas adalh untuk melihat apakah 
instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat 
dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang 
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handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat 
memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi.  
a. Pengujian reliabilitas menggunakan Split half, dengan cara 
sebagai berikut : 
 Belah instrumen mejadi 2 bagian (instrumen bernomor 
ganjil dan genap) 
 Korelasikan skor-skor total ganjil, dengan skor-skor total 
genap, dengan statistik korela product moment (r). 
 Masukkan nilai korelasi (r) yang diperoleh ke dalam rumus 
Spearman Brown. 
   
  
   
 
 Penarikan kesimpulannya, jika nilai koefesien reliabilitas 
(Spearman Brown/ri) ≥ 0,6 maka instrumen memiliki 
reliabilitas yang baik / reliabel / terpercaya (Nunnaly dalam 
Ghozali dan Castellan, 2005). 
b. Pengujian reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach’s, dengan 
cara sebagai berikut : 
   (
 
   
)    
∑   
   
 
rx   = reliabilitas yang dicari 
n        = jumlah item pertanyaan 
∑     = jumlah varians skor tip item 




Rentang nilai Alpha Cronbach’s adalah alpha < 0,50 
reliabilitas rendah, 0,50 <alpha< 0,70 reliabilitas moderat, alpha 
>0,70 maka raliabilitas mencukupi (sufficient reliability), alpha > 
0,80 maka reliabilitas kuat, alpha > 0,90 maka reliabilitas 
sempurna. Semakin kecil nilai alpha menunjukkan semakin 
banyak item yang tidak reliabel. Standar yang digunakan dengan 
Alpha> 0,70 (sufficent reliability). 
c. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linier. Analisis regresi bermanfaat terutama untuk tujuan 
peramalaman (estimation), yaitu bagimana variabel independen 
digunakan untuk mengetimasi nilai variabel dependen. Analisis 
regresi juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Selain itu, regresi juga 
digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. 
Untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh antara 
variabel tersebut dapat dilakukan dengan : 
a) Membadingkan antara nilai t hitung dengan t tabel dalam 
tingkat profitabilitas 5 % dan sisi (5 % two-talled), apabila t 
hitung lebih besar dari t tabel atau t hitung lebih kecil dari t 
tabel maka hipotesis penelitian diterima (Ha diterima = nilai 




b) Membadingkan tingkat signifikan (alpha), jika tingkat 
signifikan kurang dari 0,005 maka signifikan, jika lebih 
berarti tidak signifikan. 
d. Analisis Regresi Berganda 
Model persamaan analisis regresi berganda : 
                             
Dimana :  
Y = Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan 
daerah 
α = Konstanta 
X1 = Personal Bcakground 
X2 = Pengetahuan tentang Pengelolaan Keunagan 
β1 = Koefesien regresi Personal Background 
β2 = Koefesien regresi Pengetahuan tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah  
ε = Eror term 
 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik 
parametik sehingga setiap data konstruk variabel harus terlebih dahulu 
diuji noramlitasnya.  
e. Analisis Koefesien Determinasi 
Koefesien determinasi merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang 
mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang 
digunakan dalam  persamaan regresi, dalam menerangkan variasi 
variabel tak bebas. Nilai koefesien detreminasi berkisar anatar 0 dan 1. 
Nilai koefesien yang kecil (mendekati nol) berarti  kemampuan variabel 
– variabel tak bebas amat terbatas. Nilai koefesien determinasi yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir 
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semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
variabel bebas (Ghozali, 2013:97). 
f. Uji Parsial (Uji T-test) 
Uji t-test merupakan uji statistik parametik yang digunakan 
untuk menguji hipotesis. Alasan penggunaan uji t-test karena 
diasumsikan data akan terdistribusikan normal, karena data yang 
digunakan secara keseluruhan pada tiap hipotesis dan akan dilihat 
apakah memiliki nilai rata- rata yang berbeda. (Ghozali, 2013:98) 
tujuan uji ini untuk mengetahui t-testfor equalit means tiap 
pimpinan apakah  sama atau berbeda, denganketentuan keputusan 
sebagai berikut: 
 Jika probabilitas > 0.5 maka H0 diterima,
 Jika probabilitas < 0.5 maka H0 ditolak.
g. Uji Simultan ( Uji F-Test) 
Uji F-test digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat 
digunakan untuk memprediksiperan auditor inspektorat dalam 
pengawasan keuangan daerah. F-test juga digunakan untuk menguji 
apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam 
model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Hasil Penelitian 
    1.  Deskripsi Data 
a. Gambaran dan Objek Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Kota yang 
beralamat di Jalan Sukamulya No. 17 A Gedung Kanwil DJP Sumut 1 
Kelurahan Alur Kecamatan Medan Maimun, Medan, pada bulan 
Desember sampai dengan selesai. Penelitian ini menganalisis tentang 
pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan informasi tren media 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada kantor kpp 
pratama medan kota). 
b. Tingkat Pengembalian Kuesioner 
Penyebaran kuesioner dimulai dari 11-15 Februari 2019, 
penyebaran kuesioner diberikan dan diterima kembali oleh peneliti dengan 
waktu yang sudah ditentukan serta menyesuaikan dengan jadwal kerja 
staff KPP Pratama Medan Kota. Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang 
disebar kepada responden dilingkungan KPP Pratama Medan Kota adalah 
sebanyak 35 dan dilakukan dalam satu tahap. Dari 35 Kuesioner yang 
dibagikan yang kembali 34 kuesioner. Jadi kuesioner yang bisa digunakan 
untuk melakukan analisis data sebanyak 34 kuesioner. Hasil kuesioner dan 







Distribusi dan Pengembalian Kuesioner 
 
Keterangan Jumlah Persentase 
Kuesioner yang dikirim 35 Lembar 35 100 % 
Kuesioner yang tidak kembali 1 2,86% 
Kuesioner yang kembali 34 97,14% 
 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengolahan data dalam 
bentuk angket terdiri dari tujuh pertanyaan untuk variabel Pemeriksaan 
Pajak (X1), delapan pertanyaan untuk variabel Penagihan Pajak (X2), 
empat pertanyaan Informasi Tren Media (X3), dan lima pertanyaan untuk 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Angket yang disebarkan kepada 35 responden 
(jumlah staff KPP). Skala pengukuruan likert dalam penelitian pengisian 
kuesioner secara lengkap dapat di lihat pada tabel 4.2 : 
Tabel IV.2 
Skala Pengukuran Likert 
Pertanyaan Likert 
Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 
Ragu-ragu (TT) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
Sumber : Sugiyono (2016) 
 
Setiap responden yang menjawab angket maka bobot atau nilai mulai 
dari 5 sampai dengan 1 dengan skor tertinggi 5 dan skor terendah adalah 1. 
c. Karakteristik Responden 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempunyai 34 responden 
yaitu seluruh staff KPP Pratama Medan Kota. Dari jawaban kuesioner 
yang diterima oleh peneliti, diperoleh data karakteristik responden 
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berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dengan rincian 
sebagai berikut : 
Tabel IV.3 
Karakteristik Responden 
Karakterisktik Responden Frekuensi Persen 
Umur :   
21 – 25 Tahun 6 17,65% 
26 – 30 Tahun 10 29,41% 
31 – 35 Tahun 15 44,12% 
36 – 40 Tahun 3 8,83% 
Total : 34 100% 
Jenis Kelamin :   
Pria 19 55,88% 
Wanita 15 44,12% 
Total : 34 100% 
Pendidikan Terakhir :   
DI 0 0% 
DII 12 35,29% 
DIII 22 64,71% 
S1 0 0% 
Total : 34 100% 
Masa Kerja :   
5 – 10 Tahun 6 17,65% 
10 – 20 Tahun 28 82,35% 
> 20 Tahun 0 0% 
Total : 34 100% 
 
d. Data Variabel 
Data variabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 
variabel-variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel 
Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Informasi Tren Media sebagai 







1) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
Pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan 
dengan lima (5) indikator pertanyaan kepada 34 responden 
adapun pertanyaan dan jawaban responden sebagai berikut : 
Tabel IV.4 
Jawaban Kuesioner Variabel Y 
Pertanyaan Opsi Jawaban 
SS S R TS STS 
F % F % F % f % f % 
Wajib Pajak harus 
melaporkan SPT 
yang telah diisi 
dengan tepat waktu 





untuk semua jenis 















5 14,70% 26 76,47% 3 8,82% - - - - 
Ketidakpatuhan 
Wajib Pajak lebih 
buruk dari sekedar 
tidak 
menyampaikan 













pegawai pajak akan 
sangat berpengaruh 
dalam membaca 






1 2,94% 27 79,42% 5 14,70% 1 2,94% - - 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019. 
Dari tabel IV.4 terkait kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 
jawaban responden pada pernyataan pertama menjawab sangat setuju 
sebanyak 4 orang dengan persentase 11,76%, jawaban setuju 27 orang dengan 
persentase 79,41%, jawaban ragu-ragu sebanyak 3 dengan persentase 8,82%. 
Jawaban responden pada pernyataan kedua menjawab sangat setuju sebanyak 
5 orang dengan persentase sebesar 14,7%, jawaban setuju 26 orang dengan 
persentase sebesar 76,47%, jawaban ragu-ragu sebanyak 3 orang dengan 
persentase 8,82%. Jawaban responden pada pernyataan ketiga menjawab 
sangat setuju sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 14,7%, jawaban 
setuju 26 orang dengan persentase sebesar 76,47%, jawaban ragu-ragu 
sebanyak 3 orang dengan persentase 8,82%. Jawaban responden pada 
pernyataan keempat menjawab sangat setuju 3 orang dengan persentase 
8,82%, jawaban setuju 22 orang dengan persentase 64,70%, jawaban ragu-
ragu sebanyak 8 orang dengan persentase 23,53%, jawaban tidak setuju 1 
orang dengan persentase 2,94%. Jawaban responden pada pernyataan kelima 
menjawab sangat setuju 1 orang dengan persentase 2,94%, jawaban setuju 27 
orang dengan persentase 79,42%, jawaban ragu-ragu sebanyak 5 orang 
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dengan persentase 14,70%, jawaban tidak setuju 1 orang dengan persentase 
2,94%  
2) Variabel Pemeriksaan Pajak 
Pada variabel independen Pemeriksaan Pajak, dilakukan dengan tujuh 
(7) indikator pertanyaan kepada 34 responden adapun pertanyaan dan jawaban 
responden sebagai berikut : 
Tabel IV.5 
Jawaban Kuesioner Variabel X.1 
Pertanyaan Opsi Jawaban 
SS S R TS STS 






benar besar pajak 
yang harus 
dibayarkan 












4 11,76% 27 79,41% 3 8,82% - - - - 
Apabila ada wajib 





5 14,70% 26 76,47% 3 3,82% - - - - 
Apabila ada wajib 
pajak yang kurang 
bayar maka harus 
dilakukan 
pemeriksaan 
5 14,70% 26 76,47% 3 3,82% - - - - 
Apabila ada wajib 
pajak yang lebih 
bayar maka harus 
dilakukan 
pemeriksaan 








4 11,76% 21 61,76% 9 26,47% - - - - 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 
 
Dari tabel IV.5 terkait pemeriksaan pajak dapat dijelaskan jawaban 
responden pada pernyataan pertama menjawab sangat setuju sebanyak 8 
orang dengan persentase 23,53%, jawaban setuju 14 orang dengan persentase 
41,18%, jawaban ragu-ragu sebanyak 4 dengan persentase 11,76%, jawaban 
tidak setuju 8 orang dengan persentase 23,53%. Jawaban responden pada 
pernyataan kedua menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang dengan 
persentase sebesar 23,53%, jawaban setuju 15 orang dengan persentase 
sebesar 44,12%, jawaban ragu-ragu sebanyak 8 orang dengan persentase 
23,53%, jawaban tidak setuju 3 orang dengan persentase 8,82%. Jawaban 
responden pada pernyataan ketiga menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang 
dengan pesentase 11,76%, jawaban setuju 27 orang dengan persentase 
79,41%, jawaban ragu-ragu 3 orang dengan persentase 8,82%. Jawaban 
responden pada pernyataan keempat menjawab sangat setuju 5 orang dengan 
persentase 14,7%, jawaban setuju 26 orang dengan persentase 76,47%, 
jawaban ragu-ragu sebanyak 3 orang dengan persentase 8,82%. Jawaban 
responden pada pernyataan kelima menjawab sangat setuju 5 orang dengan 
persentase 14,7%, jawaban setuju 26 orang dengan persentase 76,47%, 
jawaban ragu-ragu sebanyak 3 orang dengan persentase 8,82%. Jawaban 
responden pada pernyataan keenam menjawab sangat setuju 5 orang dengan 
persentase 14,7%, jawaban setuju 20 orang dengan persentase 58,82%, 
jawaban ragu-ragu sebanyak 7 orang dengan persentase 20,59%, jawaban 
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responden tidak setuju 2 orang dengan persentase 5,88%. Jawaban responden 
pada pernyataan ketujuh menjawab sangat setuju 4 orang dengan persentase 
11,76%, jawaban setuju 21 orang dengan persentase 61,76%, jawaban ragu-
ragu sebanyak 9 orang dengan persentase 26,47%.  
3) Variabel Penagihan Pajak 
Pada variabel independen Penagihan Pajak dilakukan dengan delapan 
(8) indikator pertanyaan kepada 34 responden adapun pertanyaan dan jawaban 
responden sebagai berikut : 
Tabel IV.6 
Jawaban Kuesioner Variabel X.2 
Pertanyaan Opsi Jawaban 
SS S R TS STS 
F % F % F % f % f % 
Surat Teguran, Surat 
Peringatan atau surat 




kepada wajib pajak 
untuk melunasi utang 
pajaknya 







meliputi seluruh utang 
pajak dari semua jenis 
pajak, Masa Pajak dan 
Tahun Pajak 







4 11,76% 23 67,65% 7 20,59% - - - - 
Surat Paksa 
diterbitkan apabila 




tidak dapat melunasi 
utang pajaknya 
Pelaksanaan Surat 
Paksa tidak dapat 
dilanjutkan dengan 
penyitaan sebelum 
lewat waktu 2 kali 24 
jam setelah Surat 
Paksa diberitahukan 





pajak tidak melunasi 
utang pajak dalam 
jangka waktu yang 
telah ditentukan 
5 14,70% 28 82,35% 1 2,94% - - - - 
Penyitaan tambahan 
dilakukan apabila 
barang yang disita 
nilainya tidak cukup 
untuk melunasi biaya 
penagihan pajak dan 
utang pajak 




telah melunasi biaya 
penagihan pajak dan 
utang pajak 
2 2,88% 28 82,35% 4 11,76% - - - - 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019. 
Dari tabel IV.6 terkait penagihan pajak dapat dijelaskan jawaban 
responden pada pernyataan pertama menjawab sangat setuju sebanyak 10 
orang dengan persentase 29,41%, jawaban setuju 24 orang dengan persentase 
70,59%. Jawaban responden pada pernyataan kedua menjawab sangat setuju 
sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 20,59%, jawaban setuju 26 
orang dengan persentase sebesar 76,47%, jawaban ragu-ragu sebanyak 1 
orang dengan persentase 2,94. Jawaban responden pada pernyataan ketiga 
menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang dengan pesentase 11,76%, jawaban 
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setuju 23 orang dengan persentase 67,65%, jawaban ragu-ragu 7 orang 
dengan persentase 20,59%. Jawaban responden pada pernyataan keempat 
menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang dengan pesentase 11,76%, jawaban 
setuju 23 orang dengan persentase 67,65%, jawaban ragu-ragu 7 orang 
dengan persentase 20,59%. Jawaban responden pada pernyataan kelima 
menjawab sangat setuju 7 orang dengan persentase 20,59%, jawaban setuju 
21 orang dengan persentase 61,76%, jawaban ragu-ragu sebanyak 6 orang 
dengan persentase 17,65%.. Jawaban responden pada pernyataan keenam 
menjawab sangat setuju 5 orang dengan persentase 14,70%, jawaban setuju 
28 orang dengan persentase 82,35%, jawaban ragu-ragu sebanyak 1 orang 
dengan persentase 2,94%. Jawaban responden pada pernyataan ketujuh 
menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang dengan pesentase 11,76%, jawaban 
setuju 23 orang dengan persentase 67,65%, jawaban ragu-ragu 7 orang 
dengan persentase 20,59%.  Jawaban responden pada pernyataan kedelapan 
menjawab sangat setuju 2 orang dengan persentase 2,88%, jawaban setuju 28 
orang dengan persentase 82,35%, jawaban ragu-ragu sebanyak 4 orang 
dengan persentase 11,76%. 
4) Variabel Informasi Tren Media 
Pada variabel independen pengetahuan tentang Informasi Tren Media 
dilakukan dengan empat (4) indikator pertanyaan kepada 34 responden adapun 










Jawaban Kuesioner Variabel X.3 
Pertanyaan Opsi Jawaban 
SS S R TS STS 




wajib pajak dalam 
melaporkan SPT dan 
membayar Tunggakan 
10 29,41% 24 70,59% - - - - - - 
Tren Media 
memegang peranan 






7 20,59% 26 76,47% 1 2,94% - - - - 
Dengan adanya Tren 
Media Kepatuhan 
Wajib Pajak semakin 
bertambah 







4 11,76% 23 67,65% 7 20,59% - - - - 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019. 
Dari tabel IV.7 terkait informasi tren media dapat dijelaskan jawaban 
responden pada pernyataan pertama menjawab sangat setuju sebanyak 10 
orang dengan persentase 29,41%, jawaban setuju 24 orang dengan persentase 
70,59%. Jawaban responden pada pernyataan kedua menjawab sangat setuju 
sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 20,59%, jawaban setuju 26 
orang dengan persentase sebesar 76,47%, jawaban ragu-ragu sebanyak 1 
orang dengan persentase 2,94. Jawaban responden pada pernyataan ketiga 
menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang dengan pesentase 11,76%, jawaban 
setuju 23 orang dengan persentase 67,65%, jawaban ragu-ragu 7 orang 
61 
 
dengan persentase 20,59%. Jawaban responden pada pernyataan keempat 
menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang dengan pesentase 11,76%, jawaban 
setuju 23 orang dengan persentase 67,65%, jawaban ragu-ragu 7 orang 
dengan persentase 20,59% 
 
2. Hasil Penelitian 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 
yaitu SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 22,0. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda (multiple 
regression analysis). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk 
menentukan signifikan pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan 
informasi tren media terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Tabel IV.8 









T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.174 3.523  2.036 .051 
x1 .314 .138 .393 2.276 .030 
x2 .470 .170 .703 2.766 .010 
x3 .684 .284 .595 2.407 .022 
a. Dependent Variable: y     
Sumber: Data Primer diolah, 2019. 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 
maka diperoleh nilai konstan sebesar 7,174 sedangkan nilai untuk variabel 
pemeriksaan pajak (X1) sebesar 0,314, penagihan pajak (X2) sebesar 0,470, 
informasi tren media (X3) sebesar 0,684 Sehingga apabila dimasukkan kedalam 
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fungsi asli regresi linear berganda, maka data yang diperoleh adalah sebagai 
berikut : 
Y = 7,174 + 0,314X1 + 0,470X2 + 0,684X3 + e 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Konstanta (a) = 7,174 menunjukkan harga konstanta, dimana jika nilai 
variabel independen sama dengan nol, maka variabel Kepatuhan Wajib 
Pajak (Y) sama dengan 35,23. 
b. Koefisien X1 (b1) = 0,314, dapat dilihat bahwa nilai t 2,276 dan nilai p-
value (0,030) < (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 
didukung, yang artinya terdapat pengaruh pemeriksaan pajak (X1) 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 
c. Koefisien X2 (b2) = 0,470, dapat dilihat bahwa nilai t 2,766 dan nilai p-
value (0,010) < (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 
didukung, yang artinya terdapat pengaruh penagihan pajak (X2) terhadap 
kepatuhan wajib pajak (Y). 
d. Koefisien X3 (b3) = 0,684, dapat dilihat bahwa nilai t 2,407 dan nilai p-
value (0,022) < (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 
didukung, yang artinya terdapat pengaruh informasi tren media (X3) 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 
a. Uji Kualitas Data 
1) Uji Validitas 
Uji validitas merupakan tahap awal yang dilakukan setelah data dari 
kuesioner diperoleh. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan 
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pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
keusioner tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid apabila koefesien 
korelasi rhitung > koefesien rtabel dengan tingkat signifikansi < 0,05 
(Ghozali,2013). 
Tabel IV.9 
Uji Validitas Data Pemeriksaan Pajak 
 
Korelasi Antara rhitung rtabel Sig Keterangan 
Pertanyaan 1 dengan total 0,621 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 2 dengan total 0,344 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 3 dengan total 0,479 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 4 dengan total 0,472 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 5 dengan total 0,350 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 6 dengan total 0,406 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 7 dengan total 0,389 0,3388 0,00 Valid 
Sumber : Data Primer diolah, 2019 
Tabel IV.10 
Uji Validitas Penagihan Pajak 
 
Korelasi Antara rhitung rtabel Sig Keterangan 
Pertanyaan 1 dengan total 0,516 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 2 dengan total 0,580 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 3 dengan total 0,459 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 4 dengan total 0,656 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 5 dengan total 0,754 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 6 dengan total 0,515 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 7 dengan total 0,634 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 8 dengan total 0,552 0,3388 0,00 Valid 
Sumber : Data Primer diolah, 2019 
Tabel IV.11 
Uji Validitas Informasi Tren Media 
 
Korelasi Antara rhitung rtabel Sig Keterangan 
Pertanyaan 1 dengan total 0,703 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 2 dengan total 0,576 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 3 dengan total 0,677 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 4 dengan total 0,752 0,3388 0,00 Valid 










Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Korelasi Antara rhitung rtabel Sig Keterangan 
Pertanyaan 1 dengan total 0,499 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 2 dengan total 0,594 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 3 dengan total 0,632 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 4 dengan total 0,654 0,3388 0,00 Valid 
Pertanyaan 5 dengan total 0,706 0,3388 0,00 Valid 
Sumber : Data Primer diolah, 2019 
Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefesioen koefesien korelasi 
rhitung > koefesien rtabel dengan tingkat signifikansi < 0,05. Sehingga dapat 
ditarik kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan dari setiap variabel telah valid 
dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut. 
2) Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur keandalan suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari variabel atau konflik. Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 
adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini 
menggunakan cronbach alpha (a), apabila nilai cronbach alpha dari hasil 
pengujian > 0,60 maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel 









Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,742 0,6 Reliabel 
Pemeriksaan Pajak (X1) 0,602 0,6 Reliabel 
Penagihan Pajak (X2) 0,741 0,6 Reliabel 
Informasi Tren Media (X3) 0,767 0,6 Reliabel 
Sumber : Data Primer, 2019 
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Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha 
semua variabel lebih besar 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian 
dinyatakan reliable 
b. Uji Asumsi Klasik 
1) Uji Normalitas 
 
Gambar IV.1 
Hasil Uji Normalitas 
Sumber : Hasil Pengelolaan Data Primer, 2019 
Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah variabel bebas memiliki 
distribusi normal atau tidak. Suatu penelitian memenuhi syarat apabila 
memiliki normal. Pada penelitian uji normalitas menggunakan uji Normal 
Probability Plot dan pengujian statistik Kolmogrov Smirnov. 
Dari hasil uji normalitas pada gambar IV.1 dapat diketahui bahwa plot 
data (sebesaran data) mengikuti garis linear. Maka dari itu pengujian dapat 
dikatakan normal. Untuk mendukung pernyataan ini maka penggujian P-Plot 
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di lengkapi dengan pengujian uji statistik dengan menggunkan uji kolmogorv 
smirnov yang tersaji dibawah ini : 
Tabel IV.14 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean 95.6471 






Kolmogorov-Smirnov Z .822 
Asymp. Sig. (2-tailed) .509 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber : Data Primer diolah, 2019 
 
Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, diperoleh besarnya nilai 
kolmoggrov smirnov adalah 0,822 dan signifikan pada 0,509. Nilai signifikan 
lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima yang berarti data residual berdistribusi 
normal. 
2) Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model 
regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013). 
Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Ada 
atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dari 0,1 dan 







Tabel  IV.15 
Uji Multikolinearitas 
 
No Variabel Tolerance VIF 
1. Pemeriksaan Pajak 0,684 1,463 
2. Penagihan Pajak 0,314 3,173 
3. Informasi Tren Media 0,334 2,995 
Sumber : Data Primer diolah, 2019 
 
Dari tabel di atas diketahui hasil uji multikolinearitas dari masing-
masing variabel independen menunjukkan nilai Variance Inflation Factor 
(VIF) memiliki nilai tidak lebih dari 10, begitu juga apabila ditinjau dari nilai 
Tolerance memiliki nilai tidak kurang dari 0,1. Jadi dapat dikatakan bahwa 
masing-masing dari variabel independen terbebas dari multikolinearitas 
dalam model regresi. 
3) Uji Heterokedastitas 
Uji heterokedatitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
lain (Ghozali, 2013). Model regresi  yang baik adalah tidak terjadi 
heterokedastitas. Untuk melakukan pengujian terhadap asumsi ini dilakukan 







Dari gambar IV.2 menunjukkan bahwa terlihat titik-titik menyebar 
secara acak diatas dan dibawah angka Nol (0) pada sumbu Y. Maka, dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastitas dalam regresi. 
c. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier. 
Analisis regresi bermanfaat terutama untuk tujuan peramalan (estimation), yaitu 
bagaimana variabel independen digunakan untuk menestimasi nilai variabel 
dependen. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, regresi juga 
digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. 
1) Koefesien Determinasi 
Koefesien determinasi (R
2
) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang 
mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan 
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dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas 
(Supranto, 2005:158, Gujarti, 2003:212). Nilai koefesien determinasi berkisar 
antara 0 dan 1. Nilai koefesien determinasi R
2
 yang kecil (mendekati nol) 
berarti kemampuan variabel-variabel tak bebas secara simultan dalam 
menerangkan variasi variabel tak bebas amat terbatas. Nilai koefesien 
determinasi R
2
 yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan memprediksi variasi 
variabel bebas. Berikut ini hasil perhitungan dengan menggunakan software 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .389 .327 1.32489 
a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 
b. Dependent Variable: TotalY1 
Sumber : Data Primer diolah :2019 
 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,623. Hal ini 
menunjukkan bahwa korelasi / hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan 
tiga variabel independennya adalah kuat (>0.5). nilai R Square (Koefesien 
determinasi) adalah 0,389. Namun, karena jumlah variabel independen lebih 
dari dua, maka digunakan Adjusted R Square yaitu 0,327. Hal ini berarti 32,7% 
variasi dari peran kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel independen 
yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan informasi tren media. 
Sedangkan sisanya (100%-32,7%=67,3%) dijelaskan oleh variabel-variabel. 
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2) Uji Statistik t 
Uji parsial (t-test) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk 
pengujian secara parsial ini digunakan uji t, hasil pengujian statistik (Uji 
Parsial), untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2) dan 
Informasi Tren Media (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan 
membandingkan kriteria pengujian jika P Value (Sig) < 0,05 maka 
H0ditolaksedangkan, P Value (Sig) > 0,05 maka H0diterima. 
Tabel IV.17 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.174 3.523  2.036 .051 
x1 .314 .138 .393 2.276 .030 
x2 .470 .170 .703 2.766 .010 
x3 .684 .284 .595 2.407 .022 
a. Dependent Variable: y 
Sumber : Data Primer diolah, 2019 
    
 
Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan 
nilai probabilitas atau sig. Dengan nilai tingkat signifikansi, yakni jika nila 5% 
maka nilai koefesien regresi parsial = 0. Hal ini berarti pengaruh antara 
variabel bebas terhadap variabel peran auditor inspektorat dalam pengawasan 
keuangan daerah tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5%. 
Namun jika nilai probabilitas < tingkat signifikan yang digunakan, maka nilai 
koefesien regresi parsial ≠ 0. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas 
terhadap variabel peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan 
daerah signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5 %. 
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3) Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Pemeriksaan Pajak pada tabel IV.15 dalam kolom unstandardized 
coefficients memiliki nilai B sebesar 0,314, nilai standard error 0,138. 
Sedangkan dalam kolom standadized coeffecients memiliki Beta sebesar 
0,393. Pada kolom T pemeriksa pajak memiliki nilai 2,276 dan tingkat 
signifikannya adalah 0,030 menunjukkan nilai signifikan 0,030 < 0,05 dan 
nilai dari uji t = 2,276 < nilai t kritis 3.523. Dengan demikian, maka H0 
ditolak dengan H1 diterima artinya terdapat pengaruh pemeriksaan pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
4) Pengaruh Penagihan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Penagihan pajak pada tabel IV.15 dalam kolom Unstandardized 
Coefficients memiliki nilai B sebesar 0,470, nilai standard error 0,170. 
Sedangkan dalam kolom Standardized Coeffiecient memiliki nilai Beta 
sebesar 0,703. Pada kolom T pengaruh pengetahuan tentang penagihan pajak 
memiliki nilai 2,766 dan tingkat signifikannya adalah 0,010. Nilai signifikan 
0,010 < 0,05 dan nilai dari uji t = 2,766 > nilai t kritis 3,523. Dengan 
demikian H0 ditolak dan H1 diterima artinya terdapat pengaruh penagihan 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
5) Pengaruh Informasi Tren Media (X2) terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak. 
Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daearah menunjukkan pada 
tabel IV.15 pengaruh informasi tren media dalam kolom Unstandardized 
Coefficients memiliki nilai B sebesar 0,684, nilai standard error 0,284. 
Sedangkan dalam kolom Standardized Coeffiecient memiliki nilai Beta 
72 
 
sebesar 0,595. Pada kolom T pengaruh informasi tren media memiliki nilai 
2,407 dan tingkat signifikannya adalah 0,022. Nilai signifikan 0,022 < 0,05 
dan nilai dari uji t = 2,407 > nilai t kritis 3,523. Dengan demikian H0 ditolak 
dan H1 diterima artinya terdapat pengaruh informasi tren media terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
3) Uji Statistik F 
Uji F dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 
dimasukkan kedalam model cocok sebagai penjelas variabel dependen. 
Kriteria pengujian jika P Value (Sig) < 0,05 maka H0 ditolak sedangkan jika 
P Value (Sig) > 0,05 maka H0 diterima. Hasil uji F adalah sebagai berikut : 
Tabel IV.18 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 33.458 3 11.153 6.354 .002
a
 
Residual 52.660 30 1.755   
Total 86.118 33    
a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2    
b. Dependent Variable: y 
Sumber : Data Primer diolah 2019  
 
    
Berdasarkan tabel IV.17 diatas jika menggunakan taraf signifikan                      
α =5% maka dapat dibandingkan bahwa signifikan < α atau 0,002 < 0,05. 
Hasil uji pada tabel IV.17 diketahui bahwa nilai dari uji F 6,354 > nilai kritis 
F 3,33 dan nilai signifikan 0,002 < 0,5. Dalam hal ini H0 ditolak dan H1 
diterima. Hal ini berarti Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Informasi 
Tren Media secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan 




a. Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara 
individual (parsial) diketahui bahwa variabel Pemeriksaan Pajak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak 
(X1) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen 
pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap peran kepatuhan wajib 
pajak, artinya setiap kenaikan pemeriksaan pajak turut meningkatkan peran 
kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini berarti semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 
pegawai KPP maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. 
Kegiatan pemeriksaan dibidang perpajakan yang termasuk dalam fungsi 
pengawasan didasarkan agar wajib pajak tetap patuh dan berada pada koridor 
peraturan perpajakan. Melihat sifat pajak yang tanpa ada kontraprestasi secara 
langsung (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dan sistem 
pungutan secara self assessment maka secara alamiah banyak Wajib Pajak yang 
berusaha untuk menghindar bahkan berusaha mengelak ataupun 
menyelundupkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak 
berkewajiban melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan 
masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU 
Perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Alven Gelar Adytia 





b. Hubungan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil pengujian secara 
individual (parsial) Penagihan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
peran Kepatuhan Wajib Pajak. Penagihan Pajak  (X2) memiliki hasil regresi 
yang menjelaskan bahwa variabel independen penagihan pajak mempunyai 
pengaruh positif terhadap peran kepatuhan wajib pajak, artinya setiap kenaikan 
penagihan pajak turut meningkatkan peran kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini berarti semakin baik sistem penagihan pajak yang dilakukan oleh 
pegawai KPP maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. 
Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya 
tergantung kepada masalah-masalah tekniks yang menyangkut metode 
pemungutan, tarif pajak, teknik pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi 
sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selalu pihak pemberi dana bagi 
negara dalam hal membayar pajak tetapi juga ditentukan bagaimana sistem 
penagihan pajak telah efektif dilakukan oleh pegawai KPP. Hasil penelitian ini 
tidak mendukung hasil penelitian Icha Fajriana (2016) menyatakan bahwa 
Penagihan Pajak Aktif tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Devy Yekti 
Palupi (2017) yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
c. Hubungan Informasi Tren Media terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil pengujian secara 
individual (parsial) Informasi Tren Media memiliki pengaruh signifikan 
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terhadap peran Kepatuhan Wajib Pajak. Informasi Tren Media (X3) memiliki 
hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel informasi tren media mempunyai 
pengaruh positif terhadap peran kepatuhan wajib pajak, artinya setiap kenaikan 
informasi tren media turut meningkatkan peran kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini berarti semakin baik dalam penerapan informasi tren media semakin 
tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu tujuan dari informasi tren media 
adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, mengingat 
masih minimnya informasi-informasi perpajakan yang belum diketahui oleh 
wajib pajak. Semakin efektif informasi tren media akan dapat menyadarkan 
wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan 
di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Devy Yekti Palupi (2017) 
yang menyatakan bahwa Informasi Tren Media memiliki pengaruh signifikan 















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan 
Pajak, Penagihan Pajak dan Informasi Tren Media terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulansebagai berikut : 
1. Hasil pengujian parsial dari variabel Pemeriksaan Pajak, nilai probabilitas 
Pemeriksaan Pajak lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan nilai koefisien 
variabel Pemeriksaan Pajak positif, maka disimpulkan bahwa terjadi 
pengaruh positif dan signifikan antara Pemeriksaan Pajak dengan variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik. 
2. Hasil pengujian parsial dari variabel Penagihan Pajak, nilai probabilitas 
Penagihan Pajak lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan nilai koefisien 
variabel Penagihan Pajak positif, maka disimpulkan bahwa terjadi pengaruh 
positif dan signifikan antara Penagihan Pajak dengan variabel Kepatuhan 
Wajib Pajak secara statistik. 
3. Hasil pengujian parsial dari variabel Informasi Tren Media, nilai 
probabilitas Informasi Tren Media lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan 
nilai koefisien variabel Informasi Tren Media positif, maka disimpulkan 
bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara Informasi Tren Media 




4. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (bersama-sama), nilai 
probabilitas lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi, maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak, Pengaihan Pajak dan 
Informasi Tren Media bersama-sama memiliki pengaruh signifikan secara 
statistik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
  
B. Keterbatasan 
1. Nilai R2 = 0,389 , namun karena jumlah variabel independen lebih dari 2 
maka digunakan Adjust R Square maka (100%-32,7%=67,3%) nilai R
2
 
dapat dikatakan rendah. 
2. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama Medan 
Kota sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu 
dilakukan penelitian yang lebih luas. 
3. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner, 
kemungkinan karakteristik dan pendapat responden tidak tertangkap secara 
nyata sehingga penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah 
penelitian dan dikembangkan dengan menggunakan model penelitian yang 
berbeda. 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada , peneliti memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Untuk peneliti selanjutnya untuk meningkatkan R2 bisa melakukan 




2. Hasil penelitian selanjutnya dapat memperluas area survey atau diluar KPP 
Pratama Medan Kota. KPP Pratama Medan Kota lebih meningkatkan 
Informasi Tren Media yang baik sehingga dapat meningkat Kepatuhan 
Wajib Pajak. 
3. Hasil penelitian ini sebaiknya minimal dapat memotivasi penelitian dimasa 
yang akan datang , untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan 
dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan mempertimbangkan pada 
keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian 
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 Lampiran 1   : Kuesioner Penelitian 
Perihal   : Kesediaan Menjadi Responden Penelitian 
 
Kepada Yth 




 Sehubungan dengan tugas studi program S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatra 
Utara, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi mengenai “Pengaruh Pemeriksaan 
Pajak, Penagihan Pajak, dan Informasi Tren Media terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
(Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Medan Kota)” maka peneliti memerlukan data 
penelitian sesuai dengan judul tersebut. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 Nama     : Billy Revinda H 
 NIM    : 1505170709 
 Fakultas/Program Studi  : Ekonomi dan Bisnis/ S1 Akuntasi 
 Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan 
mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala 
kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk 
mengisi kuesioner ini. 
Partisipasi Bapak/Ibu sangat penting bagi kesuksesan studi ini, kerahasiaan jawaban 
Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk 
kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Atas perhatian serta kerjasama 











1. Nama   :             (Boleh Diisi atau Tidak) 
 
2. Jenis Kelamin  : 
a. Laki – Laki 
b. Perempuan 
 
3.  Usia   : 
a. 21 - 25 Tahun 
b. 26 - 30 Tahun 
c. 31 - 35 Tahun 
d. 36 - 40 Tahun 
e. > 40 Tahun 
 
4. Pendidikan Terakhir : 
 
Bagian 2 
Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis dan pernyataan-pernyataan 
pada bagian ini beri tanda ( √ ) pada salah satu jawaban yang menunjukan jawaban 
responden dan berikut keterangannya : 
  SS : Sangat Setuju (Skor 5) 
  S : Setuju (Skor 4) 
  R : Ragu (Skor 3) 
  TS : Tidak Setuju (Skor 2) 
  STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1) 
 
  
 Pemeriksaan Pajak (X1) 
No Pernyataan SS S R TS STS 
1. Dengan adanya pemeriksaan dapat 
mendorong wajib pajak untuk menghitung 
dengan benar besar pajak yang harus 
dibayarkan 
     
2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak 
     
3. Dengan adanya pemeriksaan dapat 
mendorong wajib pajak untuk menyampaikan 
SPT tepat waktu 
     
4. Apabila ada wajib pajak yang terlambat 
menyampaikan SPT, maka harus dilakukan 
pemeriksaan 
     
5. Apabila ada wajib pajak yang kurang bayar 
maka harus dilakukan pemeriksaan 
     
6. Apabila ada wajib pajak yang lebih bayar 
maka harus dilakukan pemeriksaan 
     
7. Dengan adanya pemeriksaan dapat 
mengantisipasi adanya kecurangan pajak 
     
 
Penagihan Pajak (X2) 
No Pernyataan SS S R TS STS 
1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat 
lain yang sejenis diterbitkan untuk menegur 
atau memperingatkan kepada wajib pajak 
untuk melunasi utang pajaknya 
     
2. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan 
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 
pembayaran yang meliputi seluruh utang 
pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan 
Tahun Pajak 
     
3. Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan 
Surat Paksa 
     
4. Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung 
pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya 
     
5. Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat 
dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 
waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa 
diberitahukan 
     
6. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
dilakukan apabila penanggung pajak tidak 
melunasi utang pajak dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan 
     
 
  
7. Penyitaan tambahan dilakukan apabila barang 
yang disita nilainya tidak cukup untuk 
melunasi biaya penagihan pajak dan utang 
pajak 
     
8. Pencabutan sita dilaksanakan apabila 
penanggung pajak telah melunasi biaya 
penagihan pajak dan utang pajak 
     
 
Informasi Tren Media (X3) 
No Pernyataan SS S R TS STS 
1. Tren Media memberikan kemudahan untuk 
wajib pajak dalam melaporkan SPT dan 
membayar Tunggakan 
     
2. Tren Media memegang peranan strategis 
karena akan meningkatkan kemandirian wajib 
pajak dalam mengurus perpajakannya 
     
3. Dengan adanya Tren Media Kepatuhan Wajib 
Pajak semakin bertambah 
     
4. Social Media memberikan kemudahan untuk 
melakukan sosialisasi perpajakan kepada 
Wajib Pajak 
     
 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
No Pernyataan SS S R TS STS 
1. Wajib Pajak harus melaporkan SPT yang 
telah diisi dengan tepat waktu 
     
2. Kriteria Wajib Pajak Tidak mempunyai 
tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 
kecuali telah memperoleh izin untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak 
     
3. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan 
penyuluhan, pelayanan, dan penegakan 
hukum yang dapat berupa pemeriksaan, 
penyidikan dan penagihan pajak 
     
4. Ketidakpatuhan Wajib Pajak lebih buruk dari 
sekedar tidak menyampaikan SPT tepat waktu 
adalah dengan kepatuhan dengan sengaja 
hanya melaporkan sebagian kegiatan usaha 
     
5 Pengetahuan, pengalaman dan wawasan 
seorang pegawai pajak akan sangat 
berpengaruh dalam membaca laporan wajib 
pajak sehingga diperoleh gambaran yang baik 
berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak 










  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 totalx1 
x1.1 Pearson Correlation 1 .058 .322 -.017 -.130 .105 -.080 .621
**
 
Sig. (2-tailed)  .747 .064 .926 .465 .554 .653 .000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 
x1.2 Pearson Correlation .058 1 .159 -.182 -.113 -.135 -.159 .344
*
 
Sig. (2-tailed) .747  .370 .304 .524 .445 .370 .046 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 
x1.3 Pearson Correlation .322 .159 1 .262 -.008 -.159 .016 .479
**
 
Sig. (2-tailed) .064 .370  .135 .964 .370 .929 .004 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 
x1.4 Pearson Correlation -.017 -.182 .262 1 .619
**
 .029 .335 .472
**
 
Sig. (2-tailed) .926 .304 .135  .000 .871 .053 .005 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 
x1.5 Pearson Correlation -.130 -.113 -.008 .619
**





Sig. (2-tailed) .465 .524 .964 .000  .447 .010 .043 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 
x1.6 Pearson Correlation .105 -.135 -.159 .029 -.135 1 -.124 .406 
Sig. (2-tailed) .554 .445 .370 .871 .447  .487 .119 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 
x1.7 Pearson Correlation -.080 -.159 .016 .335 .437
**
 -.124 1 .389 
Sig. (2-tailed) .653 .370 .929 .053 .010 .487  .056 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 










 .272 .331 1 
Sig. (2-tailed) .000 .046 .004 .005 .043 .119 .056  
N 34 34 34 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      




  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 totalx2 
x2.1 Pearson Correlation 1 .319 .216 .446
**
 .178 -.028 .216 .091 .516
**
 
Sig. (2-tailed)  .066 .219 .008 .313 .874 .219 .608 .002 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 





Sig. (2-tailed) .066  .316 .316 .087 .236 .093 .032 .000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
x2.3 Pearson Correlation .216 .177 1 .348
*
 .262 .176 -.025 -.148 .459
**
 
Sig. (2-tailed) .219 .316  .044 .135 .321 .890 .403 .006 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 






 .046 .255 .104 .656
**
 
Sig. (2-tailed) .008 .316 .044  .002 .797 .146 .560 .000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 











Sig. (2-tailed) .313 .087 .135 .002  .006 .045 .042 .000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
x2.6 Pearson Correlation -.028 .209 .176 .046 .458
**





Sig. (2-tailed) .874 .236 .321 .797 .006  .079 .022 .002 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
x2.7 Pearson Correlation .216 .293 -.025 .255 .346
*





Sig. (2-tailed) .219 .093 .890 .146 .045 .079  .000 .000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
x2.8 Pearson Correlation .091 .368
*









Sig. (2-tailed) .608 .032 .403 .560 .042 .022 .000  .001 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

















Sig. (2-tailed) .002 .000 .006 .000 .000 .002 .000 .001  
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
Correlations 
  x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 totalx3 





Sig. (2-tailed)  .066 .219 .008 .000 
N 34 34 34 34 34 
x3.2 Pearson Correlation .319 1 .177 .177 .576
**
 
Sig. (2-tailed) .066  .316 .316 .000 
N 34 34 34 34 34 





Sig. (2-tailed) .219 .316  .044 .000 
N 34 34 34 34 34 







Sig. (2-tailed) .008 .316 .044  .000 
N 34 34 34 34 34 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
 
  
 Lampiran 4.UJI RELIABILITAS 




Alpha N of Items 
.602 8 
 




Alpha N of Items 
.741 9 
 




Alpha N of Items 
.767 5 
 








Lampiran 5. Uji Multikolinearitas 
 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 7.174 3.523  2.036 .051   
X1 .314 .138 .393 2.276 .030 .684 1.463 
X2 .470 .170 .703 2.766 .010 .315 3.173 
X3 -.684 .284 -.595 -2.407 .022 .334 2.995 




 Lampiran 6. Uji Hipotesis 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.174 3.523  2.036 .051 
x1 .314 .138 .393 2.276 .030 
x2 .470 .170 .703 2.766 .010 
x3 -.684 .284 -.595 -2.407 .022 
a. Dependent Variable: y     
 
 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 33.458 3 11.153 6.354 .002
a
 
Residual 52.660 30 1.755   
Total 86.118 33    
a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2    
b. Dependent Variable: y     
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
